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JAKARTA - Pada awal tahun ini
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan mem-
blokir 68 domain situs entitas di
bidang perdagangan berjangka
komoditi yang tidak memiliki peri-
zinan dari Bappebti.

Pemblokiran ini bekerja sama
dengan Kementerian Komunikasi
dan Informatika serta perusahaan
tempat pendaftaran nama domain
di Indonesia. Pada 2020, Bappebti
telah memblokir sebanyak 1.911
domain situs.

“Hal ini bertujuan melindungi
masyarakat dari investasi perdagangan
berjangka komoditi tak berizin yang
berpotensi merugikan, serta memberi
kepastian hukum terhadap masyarakat
dan pelaku usaha di bidang
perdagangan berjangka komoditi,”
ujar Kepala Bappebti, Sidharta Utama
dalam keterangan resmi yang dirilis
Kamis (11/2).

Sidharta menegaskan, domain situs
yang diblokir pada Januari 2021 ini
masih didominasi oleh situs-situs
internet pialang berjangka dari luar
negeri. Penting diketahui, meskipun
mengaku memiliki legalitas dari
regulator luar negeri, namun setiap
pihak yang berkedudukan hukum
di Indonesia dan/atau di luar negeri
yang belum memperoleh izin usaha
dari Bappebti dilarang melakukan
kegiatan usaha Perdagangan Ber-
jangka. Misalnya, melalui promosi
atau iklan, pelatihan, dan pertemuan
mengenai perdagangan berjangka
di Indonesia.

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan Bappebti
M Syist menjelaskan, Bappebti mela-
kukan pembatasan agar situs-situs
internet tersebut tidak dapat diakses
di Indonesia. Pialang berjangka ini
biasanya menggunakan introducing
broker sebagai perwakilan di In-
donesia.

“Mereka dengan percaya diri me-
nawarkan kontrak berjangka komo-
diti, forex, dan index di Indonesia
dengan dalih telah mendapat legalitas
dari regulator dimana perusahaan
tersebut berasal. Tentu ini melanggar
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia
dan berpotensi merugikan masya-
rakat,” imbuh Syist. (bie)
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